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Pembahasan Dilanjutkan

Meski disomasi oleh sekelompok masyarakat sipil, DPR tetap melanjutkan pembahasan RULU
Cipta kerja. Saat ini, DPR tengah membahas daftar isian masalah RUU tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Per-
wakilan Rakyat tidak mengin-
dahkan somasi sekelompok ma-
svarakat sipil vang mengingin
kan pembahasan  Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja di-
hentikan. Para wakil rakyat itu
mengaku  menghargal  somasi
tersebut sebagai bagan dari pro-
ses demokiasi, Namun, pem-
bahasan RUU tetap dilanjutkan
dengan alasan diperlukan un-
tuk  merespons  kemunduran
ckonomi akibat pandemi Co
vid-1%

Somasi kepada DPR itu di-
sumpaikan perwakilan Tim Ad-
vokusi untuk Demokrasi, Senin
(0820200, i Jakarta, Tim
Advokasi terdivi dari Konsor-
sium Pembaruan  Agraria
(KPA), Yayasan Lembaga Ban-
tuan Hukum Indonesia (YL
BHI). dan LEH Jakarta.

Selain meminta penghentian
pembahasan, Tim Advokasi ju-
g menvoroti  diteruskannva
pembahiasan RUT di masa reses
DPR. Tindakan ini dinilai me-
nyalahi UU MPR, DPR, DPD,
dan 1XPRIY (UL MIX3E). Sebab,
menurut  undang-undang  itu,
masa reses semestinya diman-
faatkan anggota DPR turun ke

dacrah pemilihan, Di masa pan-
demi, mereka dapat mengawasi
penanganan Covid-19 di dapil
masing-masing.

Sekretaris Jenderal KPA De
wi Kartika mengatakan, sedari
awal, pervusunan KU Cipta
Kerju tidak dilakukan secura
terbuka. Terkail hal ini, DPR
seharsnya mengembalikan
dral’ RULT tersebut kepada pe-
merintah, dan tidak menerus-
kan pembahasan daftar inven
tarisasi masalah (1M} bersama
pemerintah. Meneruskan pem-
bahasan sama artinya DIPR abad
akon  hak-hak  konstilusional
wirgd yany erancam dirampas
melalui BUL Cipta Kerja,

“Sejak awal, banyak kelom-
pok vang terdampak langsung
RULD ito tidak diajak bicara,
baik buruh, petani, nelayan, dan
masyarakat di sekitar hutan,
maupun pegiat lingkungan hi-
dup.  Penyvusunan RUU dtu
mengedepankan kelompok
pengusaba, seperti Kadin™ ka-
tanya,

Selain itu, sejumlah pasal di
dalam BULU Cipta Kerja disi-
nyalir melanggar putusan Mah
kamah Konstitusi (ME). Dewi
mencontohkan soal pengaturan

konsesi hak muna usaha per-
kebunan, i dalam BUL Cipta
kerja, TIGU berlakue 90 tahun,
“Padahal. sehelumnya telah ada
putusan MK yang mengatur
konsesi HGU perkebunan itu
25 tahun, bisa diperpanjang lag
A0 tahun, dan selanjulnya 25
tabun lagl,” kata Dewi yang me-
lihat orientasi RUU ini untuk
liberasi,

Diteruskannya  pembahasan
RUILT Cipta Kerja di masa veses
dinilai_melanggar dengan ke
sepakatan antarn  perwakilan
pengunjuk rasa dengan pim-
pinan DPR. 16 Juli 2020, Pada
saut iy kelompok pengunjuk
rasa vang menuntul tidak di-
sabikannya RUL Cipta Kerja di-
temui oleh Wakil Ketua DFR
dari Fraksi Gerindra Sufmi as
oo Ahmad.

Dilanjutkan

Menanggapi somusi dari se-
kelompok musvarakal kepada
IIPR, Dasco mengatakan, hal itu
disikapi positit oleh pihaknya,
“Tidak apa-apa, Mereka, kan,
hilangnya agar tidak ada si
dang-sidang (sidang pengesah
an) RUU Cipta Kerja. Kan kami
memang tidak pernah ada si-

dang-sidang itn,” katanya,

Daseo mengatakan, vang di-
lakukan DPR di masa reses ia-
lah rapat-rapat dan menerima
masukan dari sejumlah serikat
pekerja. Masukan itu akan di-
tampung dan pada saatnva nan-
t1 akan dipertimbangkan di da-
lam memutuskan  kelanjulan
mengenai RUL Cipta Kerja,

PR kemarin menggelar ra-
pat pembahasan DIM RUU
Cipta Kerja vang dipimpin oleh
Ketua Panitia Kerja RUL Cipta
Kerjan yang juga Ketua Badan
Legislatif DPR Supratman Andi
Abgus,

Menurul Supratmiun, somasi
vang diajukan oleh masvarakat
sipil it sah-sah saja sebaga
hagian dari ckspresi di negara
demokrasi, Namun, ia mem
pertanyakan alasan somasi. Pa
salnya,  Baleg merasa  telah
mengikuti prosedur di dalam
pembahasun RUU Cipta Kerja
Sesual dengan Tata Terlib DPR,
rapat pembahasan legislasi di-
perbolehkan sepanjang menda-
pat izin dari pimpinan DPR.

“Selama reses  tidak  ada
pengamhbilan putusan tingkat
kedua, atau pengesahan RUL
Cipta Kerja. Hal itu telah di-

janjikan kepada publik, Kedua,
apa salahnya kami membahas
DM di masa reses, kan sudah
ada izin pimpinan, Kalau tidak
ada izin pimpinan, itu bary sa
lah."” ujarnya.

Empat hart lagi. DPR juga
akan memulai masa sidang,
Turntutan untuk menghentikan
pembahiasan di masa reses ity
pun dipandang tidak lagi re-
levan, Pengesahan RUU Cipta
Kerja itu pun belum tentu bisa
dilakukan di masa sidang her
ikutnya. karena masih ada se-
kitar 1800 DIM vang belum
dibahas oleh punja.

Pembahasan RUT itu pun
akan diteruskan karena regulasi
itu dibutubkan sebagal respons
atas akibat pandemi. Debiro-
kratisasi dan kemudahan per
izinan yang diatur di dalam
RULY  dtu,  wjar  Supratman,
menguntungkan semua pihak
tik hanya pengusaha,

Peneliti Forum  Muasvarakat
Peduli Parlemen Indonesia Lu-
cius Karus mengatakan, DPR
sebaiknya mendengarkan aspi-
rasi masyarakat sipil untuk
dak terburu-huru menyelesai
kan pembahasaan KU Cipta
Kerja. (REK)



